
BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN BUPATI LUWTJ TIMUR

NOMOR12TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PtrRATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN

2Ol6TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELA\JA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR'|AHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a

Mengingat : 1

b

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat 4
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor

21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah dan memperhatikan adanya usulan
perubahan/ pergeseran Capaian target kinerja. pada objek

telanja, rincian objek belanja dalam objek beianja dan
penjeiasan dalam rincian objek belanja,- maka dipandang
p..tu dilakukan perubahan penjabaran anggaran

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2OL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan

bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu

Timur ,rornoi 59 tahun 2016 tentang penjabaran

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
Luwu Timur tahun anggaran 2Ol7

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20O3 tentang

Pembeitukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Mamu3u Utara di Piopinsi Sulawesi S^elatan 
-(LembaranNE;.; Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27'

tai-rbahan iembaran Negara Indonesia 427O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

inJo.."i" tahun 1985 Nomor 68, Tambahan l'embaran-ti.g*" 
Nomor 3312) sebagaimana telah^diubah dengan

U"?"t g-U"a"ng Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

f'l.g"ra" f"fl" n-1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Nelara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1,999 tentang
Penl-elenggaran Negara -"-'ang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Iiolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar-r
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor '17, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO1 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarar-t

Negat'a Republik L-rdonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO1 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 4400);

Undar-rg-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4'138) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I30, Tambaban
Lembaran \egara Republik .lndonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Iiedudukar-r Protokoler dan Keuangar-r Pimpinan
dan Anggota Deu'an Penvakilan Rakvat Daet'ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20021

Nomor gO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44 16) sebagarmana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik
L-rdonesia Nomor 47 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan La1'21nut' Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2005
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Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45O2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
ilo*o. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negari Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
516s);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5

Tahun 2OOg tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
irlomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014

Nomor 89);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 1

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2Ol7
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 1 1);

22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016

tentang Penjataran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah- Kablpaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2077



Menetapkan :

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 59);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggarart 2Ol7 :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapamn Setelah Pernbal-ran

2. Belania

a. Semula

b. Bertambah / (berkurang)

Jr-rmlah Belanja Setelah Perubahan

Defisit Setelah Perubahan

Rp1.337.428. 1 t3.229,OO

Rp12.000.000.00o,00

Rp 1 .349.428. 113.229 
'OO

Rpl.361.928 1 13.229,00

Rp 12.000.000.000,00

Rp 1.373.928. t 13.229'OO

(Rp24. sOO.OOO.OOO,OO)

1. Perrbial'aan

a. Penerimaan

r. semura RP2a 50O'OO0 00U'U0

2. Bertambah / (berkurang) RPO

Jumlah Setelah Perr-rbahan Rp24'5OO'oOo'ooo'oO

Pembiavaar-r Netto Rp24'5oo'ooo'ooo'oo

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahr-rn Beljalan Rp'O

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Iiabupateu Luu'u

Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1' dirir-rci
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lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD Urusan
Pemirintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 77 APril 2ol7

BUPATI LUWU TIMUR,

M . THORI HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 APril 2ol7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAFIUN 2017 NOMOR T:

STET$PEL FARAF KOORDIITASI

BAI}A}I PE}TGELOLAAII KEUA1IGAII DAENAH

KABUPATEiI LUUru NTUR
il .
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KASUBAG / KASUAlD ,l
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